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PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  

NOMOR 1 TAHUN 2013  
 

TENTANG 
 

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN 
DAN PERMUKIMAN DI KOTA TASIKMALAYA  

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan 
Permukiman di Kota Tasikmalaya;   

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;   

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);  

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4844);   

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 5059);  

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5188);  

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5252); 

9. Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

10. Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855);   

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;  

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Tasikmalaya Nomor 3); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA 
 

dan 
 

WALIKOTA TASIKMALAYA 
 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN 

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM 
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA 
TASIKMALAYA. 

 
 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

4. Walikota  adalah Walikota Tasikmalaya.  

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan 
Pemerintah Kota Tasikmalaya.  

6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan 
hunian yang memenuhi standar tertentu untuk 
kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, 
dan nyaman.  

7. Sarana  adalah  fasilitas dalam lingkungan hunian yang 
berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan 
pengembangan kehidupan keagamaan, sosial, budaya, 
dan ekonomi.   

8. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk 
pelayanan lingkungan hunian.  

9. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum adalah 
penyerahan berupa tanah dengan wujud fisik prasarana, 
sarana, dan utilitas umum dan/atau tanah tanpa wujud 
fisik prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam bentuk 
aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang 
kepada Pemerintah Daerah.  

10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari 
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang 
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dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.  

11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang 
terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang 
mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta 
mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan 
perkotaan atau kawasan perdesaan.  

12. Perumahan Tidak Bersusun adalah kelompok rumah 
berlantai satu atau dua yang berfungsi sebagai tempat 
tinggal atau lingkungan hunian.  

13. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang 
dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam 
bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik 
dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan 
satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan 
digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat 
hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda 
bersama, dan tanah bersama.  

14. Pengembang adalah setiap orang yang menyelenggarakan 
pembangunan perumahan dan permukiman. 

15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan 
hukum. 

16. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh 
warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang 
penyelenggaraan perumahan dan permukiman. 

17. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli 
atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari 
perolehan lainnya yang sah. 

18. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut 
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan 
barang milik daerah.  

19. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut 
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang milik daerah.  

  
 
 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk 
menjamin terwujudnya perumahan dan permukiman 
yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, 
nyaman, serasi, dan terpadu serta berkelanjutan. 

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah: 
a. memanfaatkan prasarana, sarana, dan utilitas umum 

secara optimal untuk kepentingan masyarakat; 
b. mewujudkan kelengkapan dasar fisik lingkungan 

hunian yang memenuhi standar tertentu untuk 
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mendukung penyelenggaraan dan pengembangan 
kehidupan keagamaan sosial, budaya dan ekonomi; 

c. menjamin ketersediaan prasarana, sarana, utilitas 
umum di lingkungan perumahan dan permukiman; 
dan 

d. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan 
pengelolaan prasarana, sarana, utilitas umum di 
lingkungan perumahan dan permukiman. 

 
 
 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang  lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal 
sebagai berikut : 
a. prinsip-prinsip; 
b. subjek dan objek; 
c. perumahan dan permukiman; 
d. prasarana, sarana, dan utilitas umum; 
e. penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum; 
f. persyaratan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas 

umum; 
g. tim verifikasi; 
h. pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; 
i. pelaporan, pembinaan dan pengawasan; 
j. pembiayaan; 
k. sanksi administratif; 
l. ketentuan penyidikan; 
m. ketentuan pidana; dan 
n. ketentuan peralihan. 

 
 

 
BAB IV 

PRINSIP-PRINSIP 

Pasal 4 

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum 
perumahan dan permukiman dilaksanakan dengan prinsip-
prinsip sebagai berikut: 
a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, 

sarana dan utilitas umum yang akan dan telah diserahkan 
dan/ atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses 
informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana 
dan utilitas umum; 

b. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana 
dan utilitas umum yang dapat dipertanggungjawabkan 
sesuai dengan fungsi dan peruntukannya berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 


